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GUBERNUR  ACEH

PERATURAN  GUBERNUR ACEH
NOMOR   8  TAHUN  2026

TENTANG

INSENTIF PIMPINAN,  PENDIDIK DAN TENAGA  KEPENDIDIRAN  DAYAH

DENGAN  RAHMAT ALLAH YANG  MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (i) huruf a dan
Pasal   40   ayat   (2)   Qanun   Aceh   Nomor   9   Tahun   2018   tentang
Penyelenggaraan   Pendidikan   Dayah,   pcrlu   membenluk   Peraturan
Gubernur     tentang     Insentif    Pimpinan,     Pendidik     dan     Tenaga
Kependidikan Dayah.

Mengingat          1.   Pasal     18    ayat    (6)    Undang-Unclang    Dasar    Negara    Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.   Undang~Undang  Nomor  24  Tahun   1956  lenlang  Pembcnt.ukan
Daerah    Otonom    Propinsi    Atjeh    dan    Perubahan    Pcraturan
Pembentukan    Propinsi    Sumatera    Utara    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun  1956  Nonior 64,  Tambahan  Lcmbaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomoi-1103);

3.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun  1999  i(mlang Penvclenggaraan
Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor  172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4.   Undang-Undang  Nomor   11   Tahun  2006  tentang  Pemerintahan
Aceh  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor
62,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4633);

5.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022   tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.   Undang-Undang    Nomor    18    Tahun    2019    tentang    Pesantrcn
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomc]i-1tt32);

7.   Qanun   Aceh   Nomor   9   Tahun   2018   lentang   Pcnyelenggaraan
Pendidikan    Dayah    (Lcmbaran    Aceh    Tahun    2019    Nomor    6.
Tambahan  Lembal.an Aceh  Nomor  loo);

8.   Qanun Aceh N()mor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kcuangan
Aceh (Lcmbaran Acc'h 'I`ahLm 2024 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran
Aceh  Nomor  141);
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9.   Peraturan    Gubernur    Aceh    N()in()r     1     Tahun    2024    t-cntan.¥
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  F`ungsi  dan  Tata  Kerja
Satuan  Kerja  Pcrangkat Acch,  Cabang  Dinas  dan  Unit  Pclaksfma
Teknis Daerah  (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01).

M E M UTU S KA N :

Menctapkan:      PERATURAN      GUBERNUR      TENTANG       JNSENTIF`      PIMPINAN,
PENDIDIK  DAN  TENAGA  KEPENDIl_)lRAN'  DAYAH.

BABI

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:
1.  Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat

hukum  yang  bersifat  istimewa  dan   diberi  kewenangan   khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  clan
kepentingan    masyarakat    setempat    sesuai    dengan    peraturan
perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia   berdasarkan   Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1945,   yang   dipimpin   oleh   seorang
Gubernur,

2.  Pemerintah Aceh  adalah  unsur pcnyelenggara  Pemerintahan  Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

3.  Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

4.   Dayah     adalah     Lembaga     Pendiclikan     Islam     .yang     bcrbasis
masyarakat  clan  clipimpin  t.tit-.3h  scorang  iilama  mt`ngajarkan  kjtab
tL(rats      yang      mukhtabar      dalam      p€mahaman       c{/1,rL{`s`su7mczh
waljama'ah    (asya';mh    dan    in(itudiiigcirt)    kc,padEL    s'cii\Lr.1    }rtinc&
menctap  atau  pemoridokan  bagi  /./"`Zczb atau  7Thczzc{bczh.

5.   Pendidikan     Da}'.all     adalah     satiian     pi`ndidikan     .yang     khusiis
menyelenggarakan  pcndidikan  againa  Islam  yang  bersumber  clari
kilab      klming      (/\i(fL{£)      c{(-furci`,`s`)       bcrliijuan       mc`ngembailgkan
kemampuan,    pengetahuan   dan    keterampilan    'rhazczbc7/i   untlik
menjadi   €ihli   ilmu   agama   Islam   ("itrcz/`czqqz./I /EcZczi.71)   atau   menjadi
muslim     yang     memiliki     keterampilan     dan     keahlian     untuk
membangun kchidupan .yang islami  (1alam  mas\,'arakal .

6.  Dinas   Pcndidikan   Dayah   Aceh   `\rang   selanjutnya   discbut   Dinas
adalah   Satuan   Kerja   Perangkat   Aceh   yang   menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah.

7.  Pimpinan   Dayah   adalah   seorang   ulama   karismatik   dan/atau
pembimbing umat yang  memiliki  kcwenangan  dan  kepcmimpinan
serta bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dayah.

8.  Pendidik  Dayah  adalah  setiap  orang  yang  berkualifikasi  sebagai
gL{ree/teungku    dayah    atau    nama    lain    yang    sesuai    dengan
kekhususannya,    serta   berpartisipasi   dalam   menyelenggarakan
pendidikan davah.

9.  Tenaga      Kepcndidikan      Dayah      aclalah      setiap      orang      .Tang
mengabdikan cliri dan diangkat unt,uk menunjcing penycleriggaraan
pendidikan dayah.
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10.  T7iclzcibczh   adalah   peserta   didik   yang   menetap   di   Dayah    dan
berusaha      mengembangkan      potensi      diri      melalui      proses
pembelajaran    yang    tersedia    pada    jenis,    jenjang    dan    jenis
pendidikan dayah.

11.  Insentif adalah  sejumlah  uang  yang  dibcrikan  kepada  Pimpinan,
Pendidik   dan   Tenaga   Kependidikan    Dayah    untuk   menjamin
kesejahteraan  dalam   rangka  meningkatkan  kualitas   pendidikan
dayah.

12.  Aparatur   Sipil   Negara   yang   selanjutnya   disingkat   ASN   adalah
profesi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  Dengan
Perjanjian Kerja `vang bekerja  pada instansi  pemc`rintah.

Pasal  2

Peraturan  Gubernur  ini  dimaksudkan  scbagai  pedoman  pelaksanaan
pemberian   Insentif   kepada   Pimpinan   Dayah,   Pendidik   Dayah   dan
Tenaga Kependidikan  Da}Tah.

Pasal 3

Peraturan  Gubcrnur  ini  bertujuan  mcnjamin  kcscjahtc`raan  Pimpinan
Dayah, Pendidik Dayah dan Tenaga Kependidikan Dayah dalam rangka
meningkatkan kualitas Pendidikan Dayah.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.  pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
b.  besaran Insentif pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
c.  tata cara pemberian insentif;
d.  pemantauan dan evaluasi; dan
e.  pendanaan.

BAB  11

PIMPINAN,  PENDIDIK  DAN  TENAGA  KEPENDIDIKAN  DAYAH

Bagian Kesatu

Pimpinan Dayah

Pasal 5

(1)   Pimpinan    Dayah    berkewajiban    menyelenggarakan    pendidikan
dayah yang berkualitas.

(2)   Pimpinan Dayah berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan
mengajar dan membimbing para  'r/iczzc{bczh.

(3)   Pimpinan    Dayah    dalam    menjalankan    kewajiban    sc`bagaimana
dimaksud  pada  ayal  (1)  dan  ayal  (2)  berhak  mendapatkan  insentif
dari Pemerint,ah Aceh.

Pasal 6
Insentif kepada Pimpinan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki  surat pengangkatan  sebagai Pimpinan Dayah dari yayasan
dan/atau lembaga terkait;

b. Dayah yang dipimpin memiliki surat keterangan terdaftar dari dinas;

c.  memiliki kartu tanda penduduk elektronik Aceh;
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d. berdomisili  di  Aceh  .y'ang  clibuktikzm  dcngan  surat  keterangan  clari
keuchik atau nana lainnya; dan

e.  tidak pernah dipidam dan/atau melakukan perbiiatan ti`rcL`la.

Bagian Kedua

Pendidik Dayah

Pasal 7

(1)   Pendidik  Dayah  berkewajiban  melaksanakan  proses  pembelajaran
berdasarkan standar pendidikan da}'ah.

(2)   Pendidik    Dayah    dalam    menjalankan    kowajiban     set)agaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    berhak    mendapatkan    insenlil`    clari
Pemerintah Aceh.

Pasal 8

(1)  Insentif kepada Pendidik Dayah scbagaimana dimaksiid dalam Pasal
9 ayat (2)  diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai bcrikut:

a.  memiliki    surat    pengangkatan    scbagai    pendidik    dayah    clari
pimpinan dayah;

b.  memiliki kartu  tanda pc`nduduk c.`1cklronik Ac`ch;

c.  berdomisili di Aceh `vang clibuktikan dengan surat keterangan darl
kcuchik alau  nama  lainn}'a;

d. tidak pernah  dipiclana dan/aLau  mulakukan  pcrbuatan  tcrcela;

e.  sehatjasmani dan rohani;

f.   tidak berst.alus  scbag&i ASN;  dan

9.  mampu   membaca   dan   memahami   kilab   kuning   (kitab   fL{rcifs)
serta  mampu  mengajarkan  kurikulum  pendiclikan  umum  .Taiig
dikeluarkan olch pimpinan dayah sctempat.

(2) Pendidik     Dayah     yang-memenuhi     persyaratan     sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tenaga Kependidikan Dayah

Pasal 9

(1)  Tenaga Kependidikan  Dayah berkewajiban  melaksanakan  kegiatan
yang menunjang pembelajaran di dayah.

(2)  Tenaga    Kependidikan    Dayah    dalam    menjalankan    kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  bcrhak menclapatkan insentir
dari Pemerintah Aceh.

Pas€ll   lc)

(1)  Inscntif kepacla Tenaga  Ke])enclidik£,in  Da`\,'ah  sc`ba`{;aim{T`na  dimaksu(I
dalam   Pasal   9   ayal   (2)   diberikan   si`1Lt`hh   mc`menuhi   p(`rs`\'aratan
scbagai  berikut:

a.  memiliki    surat    pengangkatan    schagai    Tenaga    hepcn(1iclikan
Da}rah  clari  Pimpimn  Dayah;

b.  memiliki  kartu  tanda  pcnclucluk  t`li`klronik Acch

c.  berdomisili di Aceh }`'ang dibuktikan dengan surat kelcj`rangan cl€il`i
keuchik at.au  nama lainnya;

irt|.|idak       /5
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d. tidak pcrnah dipidana dan/atau mclakukan perbuatan tc`rcela;

e.  sehatjasmani dan rohani;  dan

f.   tidak bet.slalus  scbagai ASN.

(2)Tenaga      Kependidikan      Da}/.ah      `\'an`g      memcnuhi       pi`rs`yarat-an
sebagaimana  dimaksud  pacia  a}'at  ( i)  (ljtetapkan  dalam  i:epulusL-\n
Kepala  Dinas.

BAB  ill

BESARAN  INSENTIF`  PIMPINAN,  PENDIDl1<  DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN  DAYAH

Pasal  1 1

(1)   Besaran   Insentif  Pimpinan   Dayah,   Penclidik   Dayah   dan   Tenaga
Kependidikan    Dayah    diberikan     sesuai     dengan     kemampuan
keuangan Aceh.

(2)   Besaran  Insentif sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditctapkan
berdasarkan    Standar   Harga    Satuan    Pemerintah    Ac€`h    sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  IV

TATA CARA  PEMBERIAN  INSENTIF

I:)asal   12

(1)   Pimpinan   Da`yah   ni.c`nyampt-iikan   usulaii   nana   pc`nc`rima   insc`nLil`
kepada    Gut)crriur    mt~`lalui     kcpala    clims    dc`rigan     mc`lamrtirkall
persyaratan  scbagt'limam dimaksucl  dalam  Pasal  6,,  Pasal  8  fi.\';_-i`t  ( i )
dan   Pasal    10   i`ival   (1)   sL`i`La   mi`lcmlijirkiiii   pers`\'aralan   lalnl`)ahan
lainn.\'a meliputi:

a.  surat ketei.angan  terdaftar pada pangkalan clata clinas;

b.  fotokopi   nt)nior   pokok   \\'ajib   paj£,ik   Pimpinan   Dayah,   P(Jndiclik
Dayah atau Tcnaga  kependidikan  Da`\`.ah;  dan

c`.  nomor rekening Bank Aceh S}rariah  alas nama lembaga cia.I/.ah.

(2)   Dinas      melakukan      verifikasi      faklual      lc`rliadap      pers`varatan
sebag-aimana climaksud  pada a.vat ( 1) .

BABV

PEMANTAUAN  DAN  EVALUASI

Pasal  13

(1)   Pemerintah Aceh melalui dinas melakukan  pemantauan  terhadap
pelaksanaan pemberian insentif kepada Pimpinan Dayah, Pendidik
Dayah dan Tenaga Kependidikan  Dayah.

(2)   Pemerintah   Aceh    mclalui   dinas   melakukan   cvaluasi    lerhaclap
pelaksanaan pemberian inseritif kei)ada Pimpinan Dayah, Pcndiclik
Dayah dan Tenaga Kependidikan  Dayah.

(3)   Pemantauan  dan  evaluasi  scbagaimana  dimaksud  pada  a.vat  (1)
dan  ayat  (2)  dilakukan  minimal  3  (tiga)  kali  dalam  1  (satu)  tahun.
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BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
a.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
b.  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar    setiap    orang   mengatahuinya,    memerintahkan   pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,  27  Februari 2026

9   Ramadhan  1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundan8kan di Banda Aceh
pada tanggal,  27 Febniari  2026

9  Ramadhan 1447

SEKRETARIS DAERAII ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 8


